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ABSTRAK 

MEKANISME PEMUNGUTAN DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME 

DI DAERAH KABUPATEN KAMPAR 

 

OLEH: 

 

M.SYAHRU ARROUF 

NIM 02270613222 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan kontribusi 

pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar. 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten 

Kampar selama periode Februari hingga Maret 2025 dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme 

pemungutan pajak reklame dilaksanakan melalui tahapan yang sesuai regulasi, 

menggunakan sistem Official Assessment, namun belum berjalan optimal karena 

adanya hambatan seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan personel 

pengawasan, dan cakupan wilayah yang luas. Analisis kontribusi pajak reklame 

terhadap PAD Kabupaten Kampar tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi 

yang cukup signifikan. Persentase kontribusi terhadap PAD berada di bawah 0,5% 

setiap tahunnya, menandakan bahwa potensi pajak reklame belum tergali 

maksimal. 

 

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pemungutan, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak bisa dipisahkan 

dari kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab 

untuk menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada agar pertumbuhan 

dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan merata. Untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan tugas pemerintahan serta 

pembangunan, negara memerlukan dana atau anggaran yang cukup. Dana tersebut 

berasal dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh negara, baik berupa kekayaan 

alam maupun dari penerimaan negara. Secara umum, penerimaan negara terbagi 

menjadi dua kelompok utama, yaitu penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan 

dari luar negeri. Di antara berbagai jenis penerimaan dalam negeri, pajak 

merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan 

publik, dan program-program kesejahteraan masyarakat. 

 Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 

dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 nomor 10 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang diberikan 

kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan atau timbal balik secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. 
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 Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah telah dipungut di 

Indonesia sejak awal kemerdekaan di Indonesia. Sumber penerimaan ini terus 

dijalankan sampai dengan era otonomi daerah. Penetapan pajak daerah sebagai 

sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan 

undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber 

pemasukan keuangan yang berasal dari wilayah itu sendiri,  

 Pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk membuat 

aturan dan menarik pajak dari masyarakat di daerahnya. Pajak daerah ini terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dikelola oleh provinsi dan pajak yang dikelola 

oleh kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi memiliki tujuh jenis pajak yang bisa 

dipungut, sementara pemerintah kabupaten/kota memiliki sembilan jenis pajak. 

Salah satu dari sembilan pajak kabupaten/kota adalah pajak reklame. Di Kabupaten 

Kampar, pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar 

Nomor 14 Tahun 2011. Dalam aturan tersebut, reklame dijelaskan sebagai segala 

bentuk media, alat, atau benda yang digunakan untuk memperkenalkan atau 

mempromosikan barang, jasa, orang, atau perusahaan agar dikenal oleh banyak 

orang. Reklame bisa berupa baliho, spanduk, papan iklan, atau bahkan video iklan 

di jalan.  
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 Di Kabupaten Kampar, penyelenggaraan reklame digunakan secara luas 

oleh pelaku usaha sebagai media promosi untuk memperkenalkan produk, jasa, 

maupun kegiatan bisnis lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, setiap orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame di wilayah Kabupaten Kampar wajib membayar pajak 

sesuai ketentuan yang berlaku. Pemungutan pajak ini dikelola oleh Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar sebagai lembaga yang memiliki 

otoritas dalam penerimaan daerah. 

Pajak daerah memiliki peranan strategis dalam kerangka otonomi daerah, 

karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara 

mandiri tanpa ketergantungan penuh terhadap pemerintah pusat. Salah satu jenis 

pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar adalah pajak reklame, yaitu pajak 

yang dikenakan atas penyelenggaraan berbagai bentuk reklame baik yang bersifat 

permanen maupun sementara. Namun, mekanisme pemungutan pajak reklame di 

Kabupaten Kampar masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah 

rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, masih adanya reklame yang dipasang 

tanpa izin, serta keterbatasan sumber daya manusia dari segi jumlah yang dimiliki 

oleh instansi terkait. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya upaya 

pengawasan dan penertiban reklame, sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan 

pajak reklame setiap tahunnya. 

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi 

memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Untuk melihat Kontribusi pajak 

reklame, perlu dianalisis target, realisasi, dan persentase capaian pajak reklame 
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selama periode tertentu. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana potensi 

pajak reklame telah digali secara optimal, serta untuk mengidentifikasi hambatan-

hambatan yang mungkin terjadi meskipun capaian PAD secara umum telah 

melampaui target. 

Tabel 1.1 

 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 2022-2024 

 

No. Tahun Target Pajak Reklame Realisasi Reklame Persentase 

1. 2020 Rp.720.000.000.00 Rp.725.661.940.00 100,79% 

2. 2021 Rp.735.661.940.00 Rp.794.241.798.00 107.96% 

3. 2022 Rp.953.090.000.00 Rp.928.408.797.00 97,41% 

4 2023 .Rp1.150.000.000.00 Rp.805.846.853.00 70.07% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2025 

Jika dilihat dari data 2020-2023, penerimaan pajak reklame di Kabupaten 

Kampar mengalami naik-turun atau fluktuasi. Kadang-kadang hasilnya melebihi 

target yang ditentukan, tetapi pada tahun-tahun tertentu hasilnya justru turun jauh 

dari harapan. Sebagai contoh, Pada tahun 2020, realisasi pajak reklame sebesar 

Rp725.661.940,00 melampaui target sebesar Rp720.000.000,00, dengan persentase 

realisasi sebesar 100,79%, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 0,79% dari target. 

Pada tahun 2021, realisasi kembali melebihi target, yaitu Rp794.241.798,00 dari 

target sebesar Rp735.661.940,00, dengan persentase realisasi 107,96%, 

menunjukkan adanya kenaikan sebesar 7,96%. Namun, pada tahun 2022 terjadi 

penurunan karena realisasi sebesar Rp928.408.797,00 tidak mencapai target sebesar 

Rp953.090.000,00, dengan persentase realisasi 97,41%, atau turun 2,59% dari 

target. Penurunan yang lebih besar terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi hanya 
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mencapai Rp805.846.853,00 dari target sebesar Rp1.150.000.000,00, dengan 

persentase realisasi 70,07%, sehingga terjadi penurunan sebesar 29,93% dari target. 

 Melalui analisis terhadap mekanisme pemungutan yang dijalankan oleh 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, dapat diketahui sejauh 

mana sistem dan prosedur yang ada mampu mendukung pencapaian target 

penerimaan. Selain itu, identifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan 

pemungutan pajak reklame juga penting dilakukan agar dapat dirumuskan solusi 

yang tepat. Di sisi lain, meskipun kontribusi pajak reklame terhadap di Kabupaten 

Kampar terhadap PAD relatif kecil dibandingkan komponen lain, namun 

keberadaannya tetap strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara 

berkelanjutan.. 

 Melalui pemahaman terhadap mekanisme pemungutan pajak reklame yang 

dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, 

penting untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan tersebut dijalankan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu juga dilihat kendala-kendala apa 

saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta sejauh mana pajak reklame 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Kampar. Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi dasar bagi 

penulis untuk mengangkat dan membahas topik ini. Berdasarkan hal tersebut, 

penulis menyusun penelitian dengan judul: “MEKANISME PEMUNGUTAN 

DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DI KABUPATEN KAMPAR.” 
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1.1 Rumusan Masalah 

2. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar? 

3. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan Asli Daerah 

Kampar 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak reklame di Badan 

Pendapatan kabupaten  Kampar 

2. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kampar 

1.3  Manfaat Penulisan 

1.3.1 Bagi Penulis 

  Proses penelitian akan memberikan penulis pemahaman mendalam tentang 

pemungutan pajak reklame dan kontribusi pajak reklame dalam mendukung 

pendapatan asli daerah. Pengumpulan data, analisis statistik dan akan 

mengembangan keterampilan riset dan penulisan penulis. 

1.3.2 Bagi Instansi 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukaan guna meningkatkan mutu 

pelayanan Pajak Reklame 

1.3.3 Bagi Universitas  

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai arsip di perpustakaan dan 

digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. 
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1.5    Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.74, Langgini, 

Bangkinang, Kab. Kampar Provinsi Riau. 

1.5.2  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai bulan Januari 2025 hingga Maret 2025 

1.5.3  Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

dengan cara melakukan wawancara, yang mana dalam hal ini penulis 

mewawancarai langsung Ibu Purwati yang mana beliau merupakan Kasubid 

Pendaftaraan, di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti 

buku-buku referensi, jurnal, dokumen dan sumber-sumber lainnya. 

1.5.4  Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan. Yang mana dalam hal ini penulis mewawancari 

langsung Ibu Kurniawita, SE, MSI Jabatan Kabid Perhitungan dan Penetapan 

dan  Ibu Purwati yang mana beliau merupakan Kasubid Pendaftaran 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data 

atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa 

laporan yang berguna untuk menunjang penulisan tugas akhir. 

1.5.5 Analisis Data Penulis 

 Analisi data yaitu sebagai Upaya mengelola dan menjadi informasi 

sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat 

untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan ini penulis 

menggunakan pendekatan deskriptif 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi 4 

(empat) bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKAS PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Kantor Badan 

Pendapatan Darah Kabupaten Kampar, Struktu Organisasi, Uraian Tugas, 

Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

 

 

 



9 
 

 

 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, apa saja 

yang termasuk pajak pusat dan apa saja yang termasuk pajak daerah. Dalam 

ini juga menjelaskan pengertian pajak Reklame, dasar pengenaan pajak 

Reklame, sistem pemungutannya, tata cara pembayaran pajak reklame. 

BAB IV : PENUTUP 

Dada bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis sehubungan dengan 

uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten kampar 

 Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (selanjutnya 

disingkat Dispenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah 

Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negri 

Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas 

Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas 

Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang dengan Nomor 5 

tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut: 

Kepala Dinas  

a. Seksi Tata Usaha  

b. Seksi Pajak dan Retribusi  

c. Seksi IPEDA  

d. Seksi Operasi/Penagihan 

 Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 TANGGAL 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar/Kotamadya Daerah, 

diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang dengan 

susunan organisasi sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Sub Bagian Tata Usaha 
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c. Seksi Pajak 

d. Seksi Retribusi 

e. Seksi IPEDA 

f. Seksi Pendapatan Lain-lain 

g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan 

 Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 23 

Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Nomor 7 Taun 1989 tanggal 27 

Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi 

sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

d. Seksi Penetapan 

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

f. Seksi Penagihan 

g. Unit Penyuluhan  
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 Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 tahun 

2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 

Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 

selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, 

termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Wakil Kepala Dinas 

c. Bagian Tata Usaha 

d. Sub Dinas Program 

e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

f. Sub Dinas Penagihan 

g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 

h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

i. Kelompok Fungsional 

 Dan pada bulan januari 2017 diubah lagi menjadi Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) sampai sekarang. 
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2.2  Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

1. Visi 

“ Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang 

maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera” 

2. Misi 

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut: 

a. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional; 

b. Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas 

Lingkungan Hidup; 

c. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang Berkualitas dan 

Proporsional; 

d. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif; 

e. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju dan 

f. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, 

Beradat dan Berbudaya. 

2.3   Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Bagian Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar 

 Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian Badan Pendapatan 

Kabupaten Kampar sebagai berikut: 

 

 

 

 



14 
 

 

 

Gambar 2.1  

Struktur Organisasi di Badan Pendapatan Daerah  

Kabupaten Kampar 

 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2025 

1. Kepala Badan 

 Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas 

dibidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan tugas dan fungsi. 

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan 

sesuai dengan visi dan misi daerah. 

b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggraan urusan 

lingkup bidang pendapatan daerah. 
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c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-

bidang, unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional. 

d. Pembinaan administrasi perkantoran. 

2. Sekretaris 

 Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok 

menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi 

umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan 

aset badan, administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat 

menyelenggarakan tugas dan fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di 

lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

b. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di 

lingkungan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kampar. 

c. Menyusun rencana pelaksanaan pendapatan. 

d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, peningkatan 

kemampuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai. 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh  seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunai tugas menyiapkan ahan pelayanan, koordinasi dalam 

urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan ahan 

penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta 

evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai. 
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4. Bidang Pendataan dan Pendaftaran 

 Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempuniyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan 

Daerah dibidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang 

Pendapatan dan Pendaftaran melaksanakan tugas dan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelayanan pendaftarandan 

pendataan. 

b. Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah 

(mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD). 

c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan. 

d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

5. Sub Bidang Pendapatan 

 Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi. 

6. Sub Bidang Pendaftaran 

 Sub Bidang Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi. 

7. Bidang Perhitungan dan Penetapan 

 Bidang Perhitungan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
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yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan 

Daerah di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendpatan Daerah. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perhitungan dan 

Penetapan melaksanakan tugas dan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelayanan dan pendataan. 

b. Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah 

(mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD). 

c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan. 

d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran. 

e. Mengadakan penyisiran, penyelesaian tunggakan pajak PBB 

f. Merencanakan, menghitung realisasi pendapatan pajak bumi bangunan. 

8. Sub Bidang Perhitungan 

 Sub Bidang Perhitungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 

penghitungan. 

9. Sub Bidang Penetapan 

 Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

Penetapan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi penetapan dan penagihan. 

10. Bidang Penagihan dan Keberatan 

 Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan 

Daerah dibidang penghitungan dan penetapan. Dalam melaksanakan tugas 
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sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penagihan dan Keberatan 

melaksanakan tugas dan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pemungutan penagihan dan 

keberatan. 

b. Menyiapkan dan menuyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja 

penagihan dan keberatan. 

c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan. 

d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran. 

11. Sub Bidang Penagihan 

 Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 

penagihan. 

12. Sub Bidang Keberatan 

 Sub Bidan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan,evaluasi dan koordinasi 

keberatan. 

13. Bidang Pengelolaan, pengembangan dan Pelaporan 

 Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan 

Pendapatan Daerah dibidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang 

Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan melaksanakan tugas dan fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pengelolaan, 
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Pengembangan dan Pelaporan. 

b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar bidang pada Badan 

Pendapatan Daerah dan instansi yang terkait. 

c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang terkait dengan 

penyelenggaraan tugas-tugas badan. 

d. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

14. Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer 

 Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan 

program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer. 

15. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan 

 Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi 

dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah. 

16. Sub Bidang Pelaporan 

 Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat serta dampak 

kegiatan dibidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1     Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai mekanisme 

pemungutan dan kontribusi Pajak Reklame di Daerah Kabupaten Kampar, dapat 

disimpulkan hal-hal berikut: 

1. Mekanisme pemungutan pajak reklame yang diterapkan oleh Bapenda 

Kabupaten Kampar telah dijalankan sesuai ketentuan peraturan yang 

berlaku, menggunakan sistem Official Assessment. Prosedur yang 

diterapkan mencakup tahapan pendaftaran wajib pajak, pendataan objek 

dan subjek pajak, penetapan nilai sewa reklame, penerbitan SKPD, 

hingga pembayaran pajak oleh wajib pajak. 

2. Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Kampar selama tahun 2020 hingga 2023 rata-rata hanya 

sebesar 0,305%, yang menunjukkan bahwa sektor ini masih memberikan 

sumbangan yang sangat kecil terhadap PAD. 

3. Pajak Reklame di Kabupaten Kampar masih menghadapi berbagai 

kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya meliputi 

keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas di lapangan, lemahnya 

pengawasan terhadap objek pajak, serta cakupan wilayah yang luas dan 

tersebar, sehingga menyulitkan proses pengawasan secara menyeluruh. 

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak juga menjadi salah 

satu faktor yang menghambat kelancaran mekanisme pemungutan dan 
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berdampak pada rendahnya kontribusi pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

4.2     Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Bapenda Kabupaten Kampar, diharapkan pengawasan dan penertiban 

secara rutin terhadap reklame yang belum terdaftar, telah habis masa 

pajaknya, atau tidak memiliki izin resmi. Langkah ini penting guna 

mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan 

dari sektor pajak reklame, serta dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi 

kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib 

pajak. Penguatan regulasi dan penegakan sanksi juga perlu ditingkatkan 

agar lebih responsif terhadap kondisi dan praktik yang terjadi di lapangan.  

2. Bagi wajib pajak, diharapkan adanya peningkatan kesadaran dan 

kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya terkait 

dengan pendaftaran reklame yang dipasang serta pembayaran pajak tepat 

waktu sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih 

teliti, akurat, baik itu dari data yang diporoleh dapat mempengeruhi 

potensi penerimaan Pajak Reklame di kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar 
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